PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA A5

NOMOR%/SK-BUP/HK /2020
TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA KEPALA BADAN PEN GELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH SEBAGAI PEJABAT PENGELO".A KEUANGAN DAERAH

Menimbang

Mengingat

DAN BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah’ dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah
sebagamana telah beberapa kali diubah terakhir -dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada
kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku
penjabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara
Umum Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Kepada Kepala
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Sebagai
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum
Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1933 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) ‘sebagai
Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820); :

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400); :

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 , tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5676);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, te.akhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indomesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10

Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 128);

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 74 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 74).



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN:

Pelimpahan Kewenangan Kepada Kepala Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Sebagai Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah Pemerintah
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

A -

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud

pada diktum KESATU melaksanakan tugas-tugas sebagai

berikut:
a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan
keuangan daerah;

b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Peraturan
Daerah Perubahan APBD;

c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d. melaksanakan fungsi BUD;

e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;dan

f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang
dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

: Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagaimana dimaksud dalam

KESATU melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :

a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
b. mengesahkan DPA-SKPD /DPPA-SKPD,;
c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

d. memberikan  petunjuk  teknis pelaksanaan  system
penerimaan dan pengeluaran kas daerah;

e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;

menetapkan SPD; _

g. menyiapkan pelaksanaan pinjainan dan pemberian pinjaman
atas nama pemerintah daerah;

h. melaksnakan sitem akuntasi dan pelaporan keuangan
daerah;

i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan

j. melaksanakan, kebijakan dan pedoman pengelolaan serta
penghapusan barang milik daerah.

=h

: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Bendahara

Umum dalam melaksanakan tugasnya harus senantiasa
berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku;



KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020;
KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
A -

* Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal } Januari 2020

BUPATI KUTAI KARTANEGARA/

%—- %\ /f’

EDI DAMANSYAH /

Tembusan disampaikan Kepada Yth: :
1. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.

2. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
di Tenggarong.

3. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.



